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Abstrak

Wakalah talak yaitu pengucapan talak seorang suami dengan menggunakan utusan atau wakil
untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah
menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang
yang mentalak. Mengenai hukum keabsahan dalam mewakilkan talak, para ulama berbeda
pendapat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana pendapat Imam
Syafi’t dan Ibnu Hazm mengenai status hukum wakalah talak, b. Bagaimana istinbat hukum
Imam Syafi’t dan Ibnu Hazm, c. Apa persamaan serta perbedaan dari keduanya. Metode
yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, dalam menganalisis
data penelitian ini bersifat deskriptif analitis-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data primer yaitu kitab al-Umm dan al-Muhalla Sedangkan sumber data
skunder yaitu kitab-kitab lain serta buku-buku yang membahas tentang status hukum wakalah
talak. Imom Syafi't berpendapat bahwa wakalah talak adalah hukumnya boleh dan sah,
dengan alasan bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk
didalamnya masalah talak. Karena perkara talak sama halnya seperti perkara muamalah
lainnya yang perlu untuk diwakilkan, seperti jual beli, salam, rahn, dan pernikahan.
Adapun menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa wakalah talak adalah tidak boleh dan tidak
sah, dengan alasan bahwa tidak ada nas yang menjelaskan tentang membolehkan
mewakilkan talak, karena mewakilkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang
menurut hukum syara’ hak talak itu milik laki-laki (suami). Metode istinbat yang
digunakan oleh Imom Syafi’'t adalah al-Qur’an, al-Hadis, ijma’ sahabat dan qiyas.
Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah al-Qur’an. Dalam
analisa akhir, dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Syafi’t dan Ibnu
Hazm yaitu sama-sama mengambil dalil dari sumber utama yakni al-Qur’an. Sedangkan
perbedaannya yaitu, dalil yang dijadikan landasan Imom Syofi't adalah OS. Surat an-Nisa
ayat 35, Sedangkan yang dijadikan landasan Ibnu Hazm adalah QS. al-Bagarah ayat 229.

Kata Kunci: Hukum Perceraian, Talak, Wakalah.
Abstract

Wakalah divorce is the pronunciation of a husband by using a messenger or representative to
convey to his wife somewhere else, that her husband has yelled at her. Under these
circumstances, the person who is sent is acting as a bully. Regarding the law of legitimacy in
representing divorce, the scholars differed. Formulation of problem in this research is a.
What is the opinion of Imam SyafiT and Ibn Hazm regarding the legal status of wakdalah
divorce, b. How istinbat law Imam Syafi't and Ibn Hazm, c¢. What are the similarities and
differences between the two. The method used in collecting data is literature research, in
analyzing the data of this study is analytical-comparative descriptive. Sources of data used in
this study in the form of primary data is the book of al-Umm and al-Muhalla While secondary
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data sources are other books and books that discuss the legal status wakalah divorce. Imom
Shafi't argues that wakalah divorce is law permissible and legitimate, on the grounds that
representation is a religious thing, including divorce. Because divorce case is the same as
other muamalah matters that need to be represented, such as buying and selling, greetings,
rahn, and marriage. In Ibn Hazm's view that wakalah divorce is unlawful and unlawful, on
the grounds that there is no nas explaining about allowing representation of the divorce,
since representing divorce has the meaning of granting property right, while under the law
the right of the right belongs to a man husband). The istinbd Metode method used by Imam
Shafi'Tt is al-Qur'an, al-Hadis, ijma 'companions and qiyas. The istinba metode method used
by Ibn Hazm is the Qur'an. In the final analysis, we can see the similarities and differences of
thought Imam SyafiT and Ibn Hazm regarding the legal status of wakalah divorce. The
equality of both, that is equally take the proposition from the main source of the Qur'an.
While the difference is, the proposition that the foundation of Imom Syafi't is OS. Surat an-
Nisd verse 35, While the basis of Ibn Hazm is QS. Al-Baqgarah verse 229.

Keywords: Divorce Law, Divorce, Wakalah.
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PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia
dan harmonis. Akan tetapi, sekalipun
perkawinan merupakan ikatan yang sangat
kuat, Namun adakalanya niatan untuk
membangun rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah tidak semua dapat
terlaksana dengan mulus.

Sering kali tujuan perkawinan tidak
dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan
masing-masing yang saling berbenturan.
Oleh karena itu harus ada jalan keluar
untuk mengatasi hal ini, tentunya talak
disyari’atkan untuk mengatasi
permasalahan ini.

Talak adalah hak yang sepenuhnya
ada ditangan suami setelah pernikahan
berlangsung. Seorang laki-laki setelah
melakukan akad nikah mempunyai hak
talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak
demikian halnya bagi isteri. Dalam
penerapannya talak dianggap sah apabila
dijatuhkan dengan keadaan yang sadar
oleh suami yang sehat akalnya dan baligh.

Hak untuk menjatuhkan talak
melekat pada orang yang menikahinya.
Apabila hak menikahi orang perempuan
untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang
berhak menjatuhkan talak adalah orang
laki-laki yang menikahinya.t
Dalam surat al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka  sebelum kamu

lRahmat Hakim, Hukum Perkawinan
Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), . 155.
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mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya. Maka
berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah
mereka itu dengan cara yang sebaik-
baiknya. (QS. al-Ahzab/33:49)?

Sebagimana keterangan ayat di
atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai
seorang suami, ia Dberhak mentalak
isterinya sendiri secara langsung atau
mewakilkan kepada orang lain. Talak yang
diwakilkan suami kepada orang lain tidak
dapat menggugurkan hak suami dan
merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-
waktu dikehendakinya.

Para ulama sepakat bahwa suami
yang berakal sehat, baligh dan bebas
dalam menentukan pilihan diperbolehkan
menjatuhkan talak, dan  talaknya
dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan
dengan cara apapun yang menunjukkan
berakhirnya ikatan pernikahan, baik
diucapkan dengan perkataan ataupun
dengan menggunakan tulisan  yang
ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat
bagi seorang tuna wicara atau dengan
mengirimkan seorang utusan/wakil.

Talak  tetap  dinyatakan sah
walaupun dengan menggunakan seorang
utusan atau wakil untuk menyampaikan
kepada istrinya yang berada di tempat lain,
bahwa suaminya telah mentalaknya.
Dalam kondisi seperti ini, orang yang
diutus tersebut bertindak sebagai orang
yan% menalak, maka talaknya dinyatakan
sah.

Berbicara tentang talak yang
diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran
seorang wakil atau kuasa untuk melakukan
tindakan atas nama orang lain. Dalam
literatur islam pemberian kuasa dikenal

’Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an
Tajwid Kode, Transliterasi Per kata Terjemah Per
Kata. dan Terjemahannya (Kota Bekasi: Cipta
Bagus Segara, 2013), 834.

*Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, terj. M.
Thalib, Figh Sunnah, Jilid 8, cet ke-20 (Bandung :
PT. al-Ma’arif, 2000), 10.
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dengan istilah wakalah atau al-wikalah
yang bermakna at-tafwid yang
mengandung maksud sebagai penyerahan
atau pemberian mandat.*

Sayyid sabiq dalam kitabnya bahwa
islam mensyaratkan wakalah, karena tidak
semua manusia berkemampuan untuk
menekuni serta mampu menyelesaikan
segala urusannya secara pribadi. Karena
manusiapun membutuhkan pendelegasian
mandat kepada orang lain  untuk
melakukannya sebagai wakil darinya,
dalam konteks hukum acara, wakalah
dilakukan oleh orang yang berperkara
kepada kuasa hukum atau advokat.

Advokat merupakan profesi mulia
(officium nobile) yang bertindak sebagai
wakil yang ditunjuk untuk melakukan
tindakan hukum atas nama orang lain,
sebagai konsekuensi dari tugas dan
fungsinya sebagai pemberi jasa hukum.
Baik berwujud sebagai pemberi advise
hukum,  konsultasi  hukum  maupun
penasehat hukum. Dan upaya dalam
melakukan tindakan hukum berdasarkan
surat kuasa yang diberikan untuk
pembelaan atau penuntutan pada acara
persidangan atau beracara di pengadilan.

Pemberian jasa hukum kepada
masyarakat ~ dalam  hukum  positif
mempunyai landasan hukum sangat kuat
yang bersumber dalam Undang-undang
Dasar (UUD) 1945, Undang-undang No.
14 Tahun 1974 tentang Kketentuan-
ketentuan pokok kekuasaan kehakiman,
Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 2
Tahun 2003 tentang advokat, dan
kaitannya dengan peran advokat dalam
memberikan jasa hukum di Pengadilan
Agama diatur dalam Undang-undang No.7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peran advokat tersebut dapat dilihat
dari proses awal pengajuan perkara ke
pengadilan tidak lepas dari perannya
sebagai advokat dalam memberikan
bantuan hukum, dari mulai mengurusi

*Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah..., . 60.
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masalah administratif, sampai pada proses
litigasi selesai.’

Uraian di atas memberikan arti,
bahwa keberadaan seorang advokat
mempunyai arti penting dalam
memberikan jalan keluar terhadap adanya
permasalahan  yang  dihadapi  oleh
seseorang, khususnya yang berpraktik di
Pengadilan Agama, yang nota bene
peradilan yang berkuasa memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara
perdata tertentu, yang diatur dalam pasal
49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ayat
(1) dan dikalangan golongan rakyat
tertentu, yaitu orang-orang yang beragama
islam berdasarkan hukum islam.

Permasalahan muncul ketika seorang
pemohon atau pihak suami  yang
mengajukan izin cerai talak di Pengadilan
Agama, tidak dapat menghadiri prosesi
pembacaan atau pengucapan ikrar ralak,
setelah adanya izin (putusan) dari
pengadilan, sehingga besar
kemungkinannya diwakilkan atau
dikuasakan kepada penasihat hukumnya,
yang telah menerima kuasa sebagai
pembaca ikrar ralak.

Menurut Imam Syafi’t, bahwa talak
dapat dilakukan dengan cara apapun yang
menunjukan berakhirnya ikatan
pernikahan, baik diucapkan dengan
perkataan ataupun dengan menggunakan
isyarat yang ditujukan kepada istrinya
atau dengan mengirimkan seorang
utusan/wakil. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Imam Syafi’t dalam
kitab al-Ummnya sebagai berikut :

il yal o andgld z o0 ol La (33Ul
4y @l 4l DS m e @Oy
W el (e a8l el (A o Lo IS (3l
A8UaS ged Leallad Ly pe ) Lgds cisllag

%8s 0 el Y

°Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokad
dalam Perspektif Islam & Hukum Positif (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2003), . 65.

®Imam Ab( Abdullah bin Muhammad ibn
Idris as-Syafi’t, al-Umm, juz VI (Beirut Libanon:
Dar al-Waffa, 2001), . 303.



Nursyamsudin dan Burhanudin

Artinya: "Talak itu adalah yang dimulai
oleh suami, dengan dijatuhkannya atas
isterinya dengan lafaz talak sarih atau
perbuatan yang menyerupai talak yang
dikehendaki dengan perkataan tadi
adalah talak. Demikian juga sesuatu
yang diberikan kepada isterinya dengan
menyerahkan atas perintahnya,
kemudian wanita itu mentalak dirinya
sendiri atau diberikan kepada orang lain
maka orang itu mentalaknya. Yang
demikian itu adalah seperti talaknya
laki-laki  karena talak itu dengan
perintahnya maka jatuh”.(Pen)

Maksud dari keterangan diatas Imam
Syafi’t bependapat bahwa talak bisa
dijatuhkan atas istrinya dengan cara lafaz
sarih atau dengan sindiran, dalam
penjatuhan  talakpun  suami  dapat
menyerahkan  kepada istrinya  untuk
mentalak  dirinya  sendiri  ataupun
diserahkan kepada orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Imam Abt
Zakariyo bin Syarif an-Nawawt, dalam
kitab Mughnil Mukhtaj, juz 2 halaman 297

plug 4y an Aok 4 dSgll (an)

T3l 5 #1550 s
Artinya : “Dan sah, mewakilkan pada dua
pihak dalam jual beli, hibah, salam, rohn,
nikah dan talak”.(Pen)

Dengan adanya pendapat seperti ini
maka talak dapat dilakukan dengan cara
mewakilkan atau mengirimkan seorang
utusan/wakil yang menunjukan
berakhirnya ikatan pernikahan.

Pendapat Imom Syafi’t tersebut
berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm.
Menurut Ibnu Hazm talak tidak boleh
diwakilkan kepada siapapun, kecuali
diucapkan oleh suami sendiri,
sebagaimana tertuang dalam Kitab al-
Muhalla, sebagai berikut :

"Imam Abl Zakariyd, bin Syarif an-
Nawawi, Mughnil Mukhtaj, juz 11 (Beirut Libanon:
Dar al-Fikr, 2013), 297.
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¥y @ie e ¥y @ e S, Hai Y
Yyl e Vydaa,) o ¥y ju 35l
Vo oS e Vs S8 e Vs 4 e
Al aSa a3l @l JS Y AN Al s e
U Ladly elle Jaig culd die Jay a3l
Gl Can gl Cam V) sl el AKG o) sa
o0 (o 3 A Slsa e pal Y pa
LA“ s djﬂ Dy o d.\aiﬁ\} ,b};}” 0l
Y})‘_,,Jwa.’u\ djﬁbﬁ&&‘bﬁ&&jb‘)—}é
03580005 03 Vs lele W Gl JS S
pSay o e o s LSl S5 (sLal
®aal o aafasiae M JLUIL
Artinya :” Dan tidak diperbolehkan
mewakilkan talak, perbudakan,
pengelolaan, ruju’, masuk islam, dan
taubat, serta sumpah (pernyataan), ingkar,
dan pada akad hibah......... Karena
sesungguhnya  hal  tersebut  sudah
ditetapkan ~ hukumnya, dan  tidak
diperbolehkan akad yang tetap, dan
sesuatu yang dinuqilkan pada lafaz
kepemilikannya. Maka tidak boleh
mengatakan seorang kepada seseorang
vang lainya, kecuali terdapat nas yang
mewajibkan (menetapkan)nya, dan pada
nas  tersebut  tidak  diperbolehkan
mewakilkannya sesuatu pada pendapat ini.
karena pada hukum asalnya tidak
diperbolehkan  seseorang mengatakan
(mewakilkan) kepada yang lainnya.
Seperti firman allah :
80005 D Y Leale W) Ll JS S Y
oAl s
(“Dan tidaklah seorang membuat dosa
melainkan kemudharatannya kembali
kepada dirinya sandiri, dan seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain”).(Pen)

Beranjak dari perbedaan pendapat
kedua ulama di atas, yaitu pendapat Imam
Syafi’t  yang  menyatakan  boleh
mewakilkan talak. Sedangkan, Ibnu Hazm

8Ibn Hazm, al-Muhallé Fi Syarhil Muhalla
Bilhujaji Wal Asari, juz 8 (Beirut Libanon : Baitul
Afkar Adauliyah, tt), 245.
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berpendapat tidak bolehnya mewakilkan
talak, maka dari itu untuk mengetahui
metode istinbat hukum yang digunakan
oleh kedua ulama tersebut, penulis merasa
tergerak untuk melakukan suatu kajian
tentang hal ini kedalam bentuk skripsi
dengan judul: “Status Hukum Wakalah
Talak Studi Komparatif antara
Pandangan Imam Syafi’t dan Ibnu
Hazm.”

Pendapat Imam Syafi’t dan lbnu Hazm
Mengenai Status Hukum Wakalah Talak
1. Pendapat Imam Syafi’t Mengenai
Status Hukum Wakalah Talak
Sebagaimana telah diungkapkan
di atas mengenai metode serta dalil
yang dijadikan landasan hukum oleh
Imam Syafi’t, beliau menyatakan
bahwa boleh mewakilkan dalam talak.
Hal ini sejalan dengan ungkapan Imam
Syafi’t dalam kitab al-Umm sebagai
berikut:
il yal Ao andgls x50 slaiy) L (MUl
O 2 Gl 4l S e (@O
W el (e 4l el A Jaa Lo cllIAS g 33U
AUS 5ed Lgilhad Wa e )l Lot callag
%8s e el Ay
Artinya: "Talak itu adalah yang dimulai
oleh suami, dengan dijatuhkannya atas
isterinya dengan lafaz talak sarih atau
perbuatan yang menyerupai talak yang
dikehendaki dengan perkataan tadi
adalah talak. Demikian juga sesuatu
yang diberikan kepada isterinya dengan
menyerahkan atas perintahnya,
kemudian wanita itu mentalak dirinya
sendiri atau diberikan kepada orang lain
maka orang itu mentalaknya. Yang
demikian itu adalah seperti talaknya
laki-laki  karena talak itu dengan
perintahnya maka jatuh”.(Pen)

Maksud dari keterangan diatas
Imam Syafi’t bependapat bahwa talak bisa

°*Imam Ab{ Abdullah bin Muhammad ibn
Idris as-Syafi’t, al-Umm, juz VI (Beirut Libanon:
Dar al-Waffa, 2001), 303.
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dijatuhkan atas istrinya dengan cara lafaz
sarih atau dengan sindiran, dalam
penjatuhan  talakpun  suami  dapat
menyerahkan  kepada istrinya  untuk
menalak  dirinya  sendiri  ataupun
diserahkan kepada orang lain.

Dalam hal ini, penulis tidak
menjumpai secara terperinci dalam Kkitab
induknya Imom Syafi’t yakni kitab al-
Umm vyang membahas secara khusus
tentang diperbolehkannya wakalah talak,
akan tetapi penulis menjumpai dari kitab-
Kitab mazhab Syafi’iyyah bahwa wakalah
talak hukumnya sah dan dipebolehkan.
Seperti yang diungkapkan oleh Imam Abt
Zakariya bin Syarif an-Nawawi, dalam
Kitab Mughnil Mukhtaj, juz 2 halaman 297

plus 4w an ob 4 S (man)

10 3Dl 5 A\ 0 s
Artinya : “Dan sah, mewakilkan pada dua
pihak dalam jual beli, hibah, salam, rohn,
nikah dan talak”.(Pen)

Ketika berbicara permasalahan
tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak
terlepas dari peran seorang wakil atau
kuasa untuk melakukan tindakan atas nama
orang lain, seorang suami boleh mengutus
seorang utusan kepada isterinya untuk
menyampaikan pesannya bahwa isterinya
boleh memilih apakah ia ditalak atau
tidak. Kalau isterinya memilih ditalak,
maka utusan suami itu menyatakan
bahwa telah jatuh talak suami satu kali,
sebaliknya apabila isteri tidak mau
ditalak maka perkawinan itu tetap
berlangsung sebagaimana mestinya.

Hal ini selaras dengan ungkapan
ungkapan Imam Al —Mawardi dalam
kitabnya al-Hawr al-Kabir fi Figh al-
Mazhab as- Syaﬁ r dljelaskan

dﬁ}@kwﬁ@uum UAAL,M\
‘é&}ﬂh&\éé&l‘d}m)d@.wct@ajj

©Imam Abl Zakariyd bin Syarif an-
Nawawt, Mughnil Mukhtaj, juz 1l (Beirut Libanon:
Dar al-Fikr, 2013), 297.
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o K 8 &G el W A palianls
S Sl G 3sa OIS aA L
Artinya : Imam Mawardi berkata ;
Mewakilkan dalam mas’alah talak itu
diperbolehkan, karena Fathimah bintu
Qais telah ditalak oleh wakil suaminya
atas sepengetahuan Rasulullah SAW, dan
beliau  membiarkannya.  Dan  bila
diperbolehkannya mewakilkan dalam hal
pernikahan, maka penjatuhan talakpun

boleh dilakukan dengan cara diwakilkan”.
(Pen)

Pada keterangan diatas Imam al-
Mawardt dalam kitab al- al-Hawi al-
Kabir fi Figh al-Mazhab as-Syafi't
menjelaskan bahwa wakalah talak itu
diperbolehkan, karena ada suatu hadits
Rasulullah  SAW, vyang menjelaskan
bahwa suatu ketika Fathimah bintu Qais
telah ditalak oleh wakil suaminya atas
sepengetahuan Rasulullah  SAW, dan
beliau membiarkannya. Apabila
diperbolehkannya mewakilkan dalam hal
pernikahan, maka penjatuhan talakpun
boleh dilakukan dengan cara diwakilkan.

Selian itu, dalam kitab Syarah al-
Muhadzab  Lisyirart  Karangan  Syekh
Muhyiddin an-Nawowtl juz 14 halaman
163:

O s W gl i 8 JS gl g
& goaall Al g e JS paba il
cdls Bl B Dy Aus ol
LS 4 JSall ) seai dalall oY Gliall
Jsa¥s g8l sl (B dS e
Sl Y lallly ledall s 31 A JS il

2 QS gl Joan S
Artinya  :“Diperbolehkan  mewakilkan
pada akad nikah seperti diriwayatkan,
bahwa Nabi SAW mewakilkan nikahnya
Amr bin Umayah Ad-Dhomiri pada
nikahnya Ummu Habibah, dan di

“Al-Mawardi, al-Hawr al-Kabir fi Figh
al-Mazhab as-Syafi’i, juz X (Beirut Libanon :
Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2009), 176.

2Syekh Muhyiddin an-Nawawi, Syarah
al-Muhazab Lisyirart (Jeddah: Mamlakah al-
Avrabiah, tt), 163.
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perbolehkan juga pada talak, khulu’, cerai
karena  sesungguhnya hal  ersebut
membutuhkan perwakilan seperti halnya
perwakilan dalam jual beli dan nikah, dan
tidak diperbolehkannya pada ila, zihar,
dan lian, karena hal tersebut adalah
sumpah maka tidak diperkenankan untuk
diwakilkan”.(Pen)

Maksud dari keterangan diatas
syekh Muhyiddin an-Nawawt berpendapat
bahwa talak dapat boleh diwakilkan sepeti
halnya diperbolehkan wakalah dalam akad
nikah, karena hal tersebut membutuhkan
perwakilan seperti perwakilan dalam
mas’alah muamalah lainnya, kecuali ila’
zihar, dan lian karena hal tersebut adalah
sumpah maka wakalah tersebut tidak
diperkenankan untuk diwakilkan.

Adapun  mengenai  pembagian
wakalah talak Ustadz Dr. Muhammad Az-
Zuhailt  dalam  kitab  al-Mu tamad
menyatakan sebagai berikut:

O Jdallae (33Ul B AIS ) () 5S Gl S
O Al A iay) b b Sy O
Bue 0585 Ol GANA sl e Leilhy
Lillay (S ddia o @l BalS s o)
W deadl Je ol Al deo ol | Gunedd) o

13 254l o2 sle Leallaldl 1 (alkas
Artinya:  “Dan  diperbolehkan wakalah
talak  secara mutlag, seperti halnya
seseorang mengatakan ““ Saya mewakilkan
talak saya kepadamu atas isteri saya
secara seketika atau tidak seketika”, dan
wakalah talak  secara Mugayyad yaitu
mewakilkan  falak  dengan  adanya
penyifatan menalaknya, seperti halnya
menalak pada hari kamis, talak sunni, dan
talak bid’i maka tidak jatuh talak apabila
mewakilkan talak kepada isteri tanpa ada
penyifatan”. (Pen)

Pendapat ini diungkapkan juga oleh Imam
Al-Mawardi, beliau berpendapat :

D Op el (e AlS Sl

“Muhammad az-Zuhaili, al-Mu’tamad fi
Figh as-Syafi 7, juz IV (Damsik : Dar al-Qalam, tt),
162.
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Artinya: “Wakdalah talak terbagi menjadi
dua macam: 1.Wakalah talak haruslah
mutlag  seperti  halnya  seseorang
mengatakan “ Saya mewakilkan talak saya
kepadamu atas isteri saya yang bernama
(fulanah) secara seketika atau tidak
seketika, sehingga sebagai pembeda
kepemilikan, karena hal ini pengganti
pada hak  kepemilikan,  kemudian
disbutkanlah jumlah talak tersebut. 2.
Wakdalah talak haruslah  mugqayyad,
artinya mewakilkan talak dengan adanya
sifat, yaitu seperti halnya memerintahkan
kepada seseorang untuk menalak isteri
pada  hari kamis, maka  tidak
diperbolehkan menalaknya kecuali pada
hari tersebut, ataupun memerintahkan
untuk menalak dengan talak sunni
kemudian menjatuhkan talaknya dengan
talak bid’l maka talaknya tidak sah,
begitupun sebaliknya”.(Pen)

Mengenai hukum wakalah talak
jumhir wulamopun berpendapat sama
seperti halnya ulama mazhab Syafi’iyyah
bahwa hak atas talak yang berada
ditangan suami dapat ia gunakan sendiri
ataupun dipercayakan atau diwakilkan
kepada orang lain. Sebagaimana kaidah
umum:

Y“Al-Mawardi,al-Hawi al-Kabir fi Figh
al-Mazhab as-Syafi’i, juz X (Beirut Libanon :
Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2009), 178.
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Artinya: “Setiap orang memiliki tasaruf
dari  beberapa tasaruf ia dapat

melakukannya sendiri atau
menggantikannya kepada orang
lain”.(Pen)

Berdasarkan kaidah inilah para
ulama sepakat bahwa perwakilan dalam
masalah talak adalah boleh. Demikian
juga Sayyid Sabiq mengatakan:
da ol Ml Jewy bk @O may
oda (8 ashy Jmlly Adllae Ll Al

10 385 Lmay s, 3llaall alie A1)
Artinya: “Talak dianggap sah dengan
mengirim  seseorang utusan  untuk
menyampaikan pada isterinya yang
berada ditempat lain bahwa ia telah
ditalak. Dalam hal ini utusan bertindak
selaku orang yang mentalak karena itu
sah talaknya”.(Pen)

Adapun mengenai syarat
ketentuan mengenai wakalah Imam al-
Qurtibt berpendapat bahwa:

Bl 6 oS o) IS S das b 5l
Laall 5 48 jlaall g 41 1Sl 5 4S HAl 5 & guadll
chally ddally GOl 5 ~1Sill 5 d8lall 5 dle
Ll (8 sailly Al Clabiell (8 55ad Y

17 zall 5 31830 5 cdaall 1S 4y
Artinya: “Syarat obyek pemberian kuasa
lalah bahwa perkara tersebut dapat
digantikan oleh orang lain seperti jual
beli, pemindahan hutang, tanggungan,
akad-akad lain, pembatalan-pembatalan,
serikat dagang, pemberian kuasa,
penukaran mata uang, pemberian gaji,
akad bagi hasil, talak, nikah, khulu’ dan
perdamaian, tetapi tidak diperbolehkan
pada ibadah badaniyah dan

®Muhammad lbrahim al-Hafnawi, al-
Mansu’ah al-Fighiyyah al-Muyassarah att-Talaq
(Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Alamiyah, tt),
161.

®sayyid Sabig, Figh Sunnah, him. 220.

YAhmad Ibn Rusyid al-Qurtuby,
Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasyid,
297.
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diperbolehkan pada ibadah maliyyah
seperti sedekah, zakat, haji.(Pen)

Dari semua urain di atas dapat
disimpulkan tentang pendapat Imam
Syafi’t yang diperkuat oleh ulama-ulama
Syafi’iyyah bahwa wakalah talak
merupakan hal yang diperbolehkan
karena perkara talak sama halnya seperti
perkara muamalah lainnya yang perlu
untuk diwakilkan seperti jual beli, salam,
rahn, dan pernikahan.

2. Pendapat Ibnu Hazm Mengenai
Status Hukum Wakalah Talak
Berbeda halnya dengan Imam
Syafi’t, Ibnu Hazm mengatakan bahwa
mewakikan dalam  talak hukumnya
adalah tidak boleh. Hal ini sesuai
dengan ungkapan dalam kitabnya
sebagai berikut:
Gie e Yy 3 e Ay Had Y
oo Vs daa) e Yy n 3 e Y
ole Yy A Gle Yk e Y O
Gl IS Y L gl s e Y S|
Juy <l e Jag Ja ok Wl oSa sl 3l
V) aal e aaf Al () §gag D Ll Glle
Jsa e pai Y pal dld Gl Gua
O Sa¥ls o5 gl oda (e i & AS
So asa Vo Jooasl J8 ey
ot S i Y ) 1 Mt S o e
s (oA L5305 L Vs e V)
Mo LUl oSas o e o s U SHL
18 anl e aad apad
Artinya 7 Dan tidak diperbolehkan
mewakilkan talak, perbudakan,
pengelolaan, ruju’, masuk islam, dan
taubat, serta sumpah (pernyataan), ingkar,
dan pada akad hibah......... Karena
sesungguhnya  hal  tersebut  sudah
ditetapkan hukumnya, dan  tidak
diperbolehkan akad vyang tetap, dan

sesuatu yang dinugilkan pada lafaz
kepemilikannya. = Maka tidak  boleh

Blbn Hazm, al-Muhalla Fi Syarhil
Muhalla Bilhujaji Wal Asari, juz 8 (Beirut Libanon
. Baitul Afkar Adauliyah, tt), . 245.
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mengatakan seorang kepada seseorang
yang lainya, kecuali terdapat nas yang
mewajibkan (menetapkan)nya, dan pada
nas  tersebut  tidak  diperbolehkan
mewakilkannya sesuatu pada pendapat ini.
karena pada hukum asalnya tidak
diperbolehkan  seseorang mengatakan
(mewakilkan) kepada yang lainnya. Seperti
firman allah :
50005 O Vs lele W Gl JS usi Y
SA s
(“Dan tidaklah seorang membuat dosa
melainkan kemudharatannya kembali
kepada dirinya sandiri, dan seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain”).(Pen)

Ibnu Hazm berpendapat demikian
berdasarkan bahwa mewakilkan talak
pada orang lain itu tidak boleh, karena
hal ini mempunyai arti pemberian hak
milik. Sedang menurut hukum syara’ hak
talak itu berada di pihak laki-laki
(suami). Oleh sebab itu tidak bisa
seseorang merubah hukum Allah, sebab
tidak ada dalil yang menunjukkan kepada
berlakunya perlakuan dalam masalah
talak, dan walaupun hak talak ini
merupakan hak pribadi tetapi apabila
diwakilkan kepada orang lain, maka
berarti telah melanggar ketentuan Allah
karena telah melampaui had-Nya, beliau
menyandarkan pendapatnya ini pada
keumuman firman Allah SWT:

LI T ’,éf C% - 38 & oee
@Q}tua.” VJ:G/LS_TBU 5.\3‘ gl ) 109
Artinya: “Dan  barang  siapa  yang
melanggar ketentuan Allah maka ia
termasuk orang yang dalim.” (Q.S. al-
Bagarah: 229)

Ibn Hazm juga menyandarkan
pendapatkan berdasarkan firman Allah :
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Artinya: “Dan tidak bagi mu’min (laki-
laki) dan mu’min (perempuan) ketika
Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu
perkara maka bagi mereka (laki-laki dan
perempuan mu’min) mempunyai pilihan
bagi pemecahan masalah mereka.” (Q.S.
al-Ahzab: 36)*

Berdasarkan ungkapan lbnu Hazm
di atas, jelas sekali bahwasanya beliau
menghukumi  wakalah  talak  tidak
diperbolehkan, karena ketika seseorang
mewakilkan talak kepada orang lain seperti
halnya memberikan hak miliknya kepada
orang lain. Sedangkan hak untuk
menjatuhkan talak itu berada ditangan
seorang suami.

Metode Istinbaz Hukum Imam Syafi’t

dan lIbnu Hazm Tentang Status Hukum

Wakalah Talak

1. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi’t
Tentang Status Hukum Wakalah
Talak.

Imam Syafi’t berpendapat bahwa
talak merupakan hak laki-laki, karena
itu ia berhak mentalak sendiri
isterinya, atau menyerahkannya
kepada isterinya atau menguasakannya
kepada orang lain untuk menjatuhkan
talaknya tanpa mengurangi haknya
untuk itu.

Adapun landasan hukum tentang
kebolehan pemberian kuasa/wakalah ini
dapat dilihat dalam :

a. al-Qur’an
Salah satu dasar tentang
dibolehkannya wakalah, Hal ini
sejalan dengan firman Allah SWT
QS. an-Nisa: 35:

R Bt R AN LA

i

L’Ll.\o“v\.)j Q‘ L@.l.h‘ L&?—j ;4,[.;3

®Kementrian Agama RI,
Tajwid Kode, 673.

Al-Qur’an
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Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakim dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi
taufik  kepada  suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah maha mengetahui
lagi  maha mengenal.” (QS. an-
Nisa/4:35)%°

Para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan
ayat diatas memberi makna bahwa bila
telah terjadi syigag (perselisihan)
maka dianjurkan mengangkat
seseorang hakam (juru damai) dari
masing-masing pihak (suami-istri)
sebagai wakilnya, atau bila suatu
perbuatan itu menghendaki adanya
orang lain yang melakukannya maka
mengangkat seseorang untuk menjadi
wakilnya. Dalam hal ini Imam
Nawawt menafsirkan:
a0l Gm Adllas sl 5all Le) piale ()
I osild el e 1)x alg 3l
¢ WS Legin JWl #3a Y a3
¢l el e el il ba Uag Sl

21 L@Jﬁ\

Artinya: “Dan  jika kamu semua hai
orang-orang yang beriman
mengetahui  perselisihan  diantara

orang laki-laki dan orang perempuan
dan tidak dapat didamaikan maka
utuslah kepada keduanya (suami
isteri) seorang hakom yang shaleh
dari pihak laki-laki dan seorang
hakom lagi dari pihak perempuan

2 Kementrian Agama RI,
Tajwid Kode, 20

Zlmam Abu Hasan Ibn Ahmad al-
Wahidi, Tafsir An-Nawawi, juz 1 (Libanon : Dar
al-Fikr, 1980), 10.

Al-Qur’an
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untuk mendamaikannya”.(Pen)

Persoalan yang timbul dari ayat
diatas adalah bagaimana konteks ayat
tersebut dikaitkan dengan permasalahan
dalam hukum keluarga yang berkenaan
dengan wakalah talak, sehingga apakah
mewakilkan talak kepada seseorang
diperbolekan atau tidak?

Imam Syafi’t bependapat bahwa
talak bisa dijatuhkan atas istrinya dengan
cara lafaz sarih atau dengan sindiran,
dalam penjatuhan talakpun suami dapat
menyerahkan kepada istrinya  untuk
menalak  dirinya  sendiri ataupun
diserahkan kepada orang lain, pendapat ini
sesuai dengan yang telah  penulis
ungkapkan di atas.

b. Hadits
Disamping al-Qur’an, dasar
hukum wakalah terdapat juga dalam
hadits Nabi SAW. Diantara hadits
tersebut adalah sebagai berikut:
Hadits Urwah al-Bariqi
A oy GO aall () r B e oo
Lﬁ}ﬁgﬁ\)@ﬁﬁo%\#@ﬂ\u\w
sela gl Laadal ¢l (g yilld 3LG 45 4
Sy Any (4 AS b Alleadsld s sl
Y\Lmia\jJ)@éC.,\)S S v
SYYS NP IS E N RPN EN R PR Wi
22 -?‘J.“ 3" e:\SA i e 2l
Artinya : “Dari Urwah bin Abt al-Ja’ad
al-Barigi "bahwa Nabi memberinya uang
satu dinar untuk membeli seekor kambing
untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor
kambing untuk Nabi dengan uang satu
dinar tersebut. la menjual salah satunya
dengan harga satu dinar dan satu ekor
kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya
diberi keberkahan dalam jual
belinya.Andaikata ia membeli debu (tanah)
sekalipun, ia pasti akan beruntung
didalamnya.” (HR. Lima Imam hadits

22 Abdullah bin Abdur Rahman al-Basan,
Syarah Buliighul Marrom, cet. ke-1 ( Jakarta:
Pustaka Azam , 2006), 361.
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kecuali Nasa’i) bukhari meriwayatkan
didalam bagian suatu hadits tetapi ia tidak
megemukakan  lafadznya,  at-Tirmidzi
mengemukakan suatu syahid dari hadits
Hakim bin Hizam).

Hadits Abl Rafi
b 16 koo ) izl 1 m3l) ) G

23.@;& o 23Ul 360wl Ly
Artinya : Berkata Abii Rofi’: “Nabi
berutang seekor unta perawan, kemudian
datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian
memerintahkan saya untuk membayar unta
tersebut kepada laki-laki (pemiliknya).
(HR. Jama’ah kecuali al-Bukhori).

Dalam hadits tersebut dijelaskan
bahwa nabi memberi kuasa kepada dua
orang sahabat untuk melakukan
transaksi. Dalam hadits pertama, nabi
memberi kuasa kepada Urwah al-Barqi
untuk  membeli seekor kambing.
Sedangkan dalam hadits kedua nabi
memberi kuasa kepada Abl Rafi untuk
membayar utang seekor unta kepada
seseorang.

Selain hadits diatas, ada juga
hadits lain yang berhubungan dengan
wakalah, yaitu terdapat pada hadits AbQ
Dawdd :
wuhg\}\wmw&\muh
k_%}(u’u@\usd;u\u.ﬂuc‘;\\uh
RRE o=, QJ\ C}ﬁj\ qu\ JG L.\S&j
M&st_\m(alu}‘uhzm\ém‘m‘d}uj
d@ﬁ;‘;\ CJ)AJ‘ a_de\ ‘f\da_xh}
mjwmmméﬁjm\ \a\

mjsfgr_dmt.as‘u\duu_w\uu
Artinya :” Telah menceritakan kepada
kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim

telah menceritakan kepada kami Pamanku
telah menceritakan kepada kami Ayahku

ZAbdullah bin Abdur Rahman al-Basan,
Syarah Buliighul Marram, 361.

24Abdullah bin Abdur Rahman Al-Basan,
Syarah Bulughul Marram, 361.
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dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin
Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia
mendengarnya menceritakan, ia berkata,
"Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku
datang menemui Rasulullah shallallahu
‘alaihi  wasallam, aku ucapkan salam
kemudian berkata, "Sesungguhnya aku
ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau
bersabda: "Apabila engkau datang kepada
wakilku, maka ambillah darinya lima belas
wasag, dan apabila ia menginginkan tanda
darimu maka letakkan tanganmu pada
tulang bahunya”. (HR. Abu Dawud).

Selain itu, bahwa hadits diatas
pula dikuatkan dengan hadits tentang
Nabi Muhammad SAW  yang
mewakilkan  sahabat Amr dalam
pernikahannya, sehingga terlihat jelas
bahwa kebolehan mewakilkan talak ini
adalah adanya kebutuhan atau hajah
sebagaimana kebolehan mewakilkan
dalam akad jual-beli dan nikah karena
adanya hajah. Hal ini selaras dengan
ungkapan Syekh  Muhyiddin an-
Nawowt dalam Kkitab Syarah al-
Muhadzab Lisyirari juz 14 halaman
163:

O g Wzl dse 8 S 6l g
& ol Al (g e IS prbia il
edls GOl (B s A o) 1)
LS ad S gill ) sedidalall ¥ Gliallg
Jsa¥s gl all (8 JS 5l () se
e [ olallls el s DY) b S il
2,3 sl Jaand M e

Artinya : “Diperbolehkan mewakilkan
pada akad nikah seperti diriwayatkan,
bahwa Nabi SAW mewakilkan nikahnya
Amr bin Umayah ad-Dhomiri pada
nikahnya Ummu Habibah, dan
diperbolehkan juga mewakilkan pada
talak, khulu’, cerai karena sesungguhnya
hal ersebut membutuhkan perwakilan
seperti halnya perwakilan dalam jual beli
dan nikah. Dan tidak diperbolehkannya

#Syekh Muhyiddin an-Nawawi, Syarah
al-Muhazab Lisyirari, (Jeddah: Mamlakah Al-
Avrabiah, tt), 163.
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pada ila, zihar, dan lian, karena hal
tersebut adalah sumpah maka tidak
diperkenankan untuk diwakilkan”.(Pen)

€. jma’ sahabat

Disamping al-Qur’an, dan
hadits dasar hukum wakalah terdapat
juga dalam ijma’. Para ulama pun
bersepakat dengan ijma’  atas
diperbolehkannya wakalah. Bahkan
menurut al-Qadt Husain dan lainnya,
bahkan mereka lebih cenderung
mensunahkannya dengan alasan
bahwa hal tersebut termasuk jenis
ta’awin atau tolong-menolong atas
dasar kebaikan dan taqwa. Sesuali

dengan redaksinya sebagai berikut:
d8 i Lol o gseludl paaly
el st Ll o e 5 Gpun (il
(sills ll o )5iglads) (Mas 4l sl
Sle ) e (3 Al g) Cnaall A
2 (4l gse
Artinya: “Dan  seluruh umat muslim
bersepakat bahwa  diperbolehkannya
wakalah, bahkan al-Qodi Husain dan
selainnya, berpendapat bahwa sangat
dianjurkan dengan merujuk firman Allah
SWT. “Dan saling tolong menolonglah
pada kebaikan dan taqwa” dan dalam
hadits “Dan Allah SWT akan selalu
menolong hambanya, selama hamba itu

sendiri menolong saudaranya’.( Pen)

Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat
al-Maidah ayat 2 :

- g~ Pid ° /: LG P - ,{"‘ /_55/
V5 A 7ea 02 ¥ 10 ol gl
Ny el Ny AT N3 aAT e

D o s bsai AT ET Gl
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%Al-Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin
Muhammad al-Husaini , Kifayah al-Akhyar fi Hilli
Ghayah al-Ikhtisar, juz | (Surabaya: Beirut, tt),
283.
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Artinya : “Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu melanggar
syi‘ar-syi‘ar Allah, dan jangan melanggar
kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya,
dan binatang-binatang qalaa-id, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang
yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keredhaan
dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah
berburu. dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum
karena mereka menghalang-halangi kamu
dari Masjidilharam, mendorongmu
berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-
Maidah/5:2)%’

Dan berdasarkan sabda Rasulullah
SAW :

] Ose (3 OSTe dall s (3 Al
Artinya : “Dan Allah SWT akan selalu
menolong hambanya, selama hamba itu

sendiri menolong saudaranya”. (H.R.
Muslim).

d. Qiyas
Imam Syafi’i dalam menggali
hukum tentang wakalah talak adalah
berdasarkan al-Quran dan as-Sunnabh,
meskipun  tidak  secara  tegas

“’Kementrian Agama RI,
Tajwid Kode, 192.

Al-Qur’an
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menyebutkan istilah giyas, akan
tetapi hal ini dapat dipahami dari
pendapat dan langkah-langkah cara
berpikir beliau dalam menetapkan
sebuah hukum.

Imam Syafi’i berpendapat seperti
diatas karena beliau menggiyaskan
wakalah talak dengan wakalah dalam
masalah muamalah lainnya, seperti
halnya mewakilkan pernikahan. Hal ini
selaras dengan ungkapan Imam Al —
Mawardt dalam kitabnya al-Hawi al-
Kabir fi Figh al-Mazhab as-Syafi'7
dijelaskan:

e U8 J6 WS s Espwd J6
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Artinya : Imam Maowardi berkata ;
Mewakilkan dalam mas’alah talak itu
diperbolehkan, karena Fathimah bintu
Qais telah ditalak oleh wakil suaminya
atas sepengetahuan Rasulullah SAW, dan
beliau  membiarkannya. Dan  bila
diperbolehkannya mewakilkan dalam hal
pernikahan, maka penjatuhan talakpun

boleh dilakukan dengan cara diwakilkan”.
(Pen)

Pada keterangan diatas Imam al-
Mawardt dalam kitab al- al-Hawr al-
Kabir fi Figh al-Mazhab as-Syafi't
menjelaskan bahwa wakalah talak itu
diperbolehkan, karena ada suatu hadits
Rasulullah  SAW, yang menjelaskan
bahwa suatu ketika Fathimah bintu
Qais telah ditalak oleh wakil suaminya
atas sepengetahuan Rasulullah SAW,
dan beliau membiarkannya. Apabila

2Al-Mawardi, al-Hawr al-Kabir fi Figh
al-Mazhab as-Syafi’i, juz X (Beirut Libanon :
Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2009), 176.
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diperbolehkannya mewakilkan dalam
hal pernikahan, maka penjatuhan
talakpun boleh dilakukan dengan cara
diwakilkan.

Para fugoha mengatakan “Semua
akad yang boleh diakadkan sendiri oleh
manusia, boleh juga ia wakilkan kepada
orang lain”,” atau dengan istilah lain
perwakilan itu sah dilakukan pada tiap-
tiap pekerjaan yang dibolehkan oleh
syara’ seperti jual-beli, nikah, memberi
hibah dan lain-lain sesuatu yang
berhubungan dengan muamalah dan
munakahat. Dari statement tersebut
secara implisit mengindikasikan bahwa
pemberian kuasa/mandat dalam
mas’alah talak diperbolehkan.

Dalam giyas terdapat empat rukun
yang harus dipenuhi oleh fugoha " untuk
berijtihad supaya terdapat sebuah
kepastian hukum, yaitu : al-Ashlu, al-
Far"u, hukum Ashl dan al-Wlat. *°

Pertama, al-Ashlu ini adalah
sesuatu yang ada nash hukumnya. Imam
Syafi’i berpendapat tentang wakalah
talak ini memang disamakan dengan
wakalah dalam masalah pernikahan.
Akan tetapi beliau dalam nash
hukumnya tidak secara sepesifik
menggunakan nash wakalah talak.
Beliau lebih menggunakan konsep
wakalah secara umum tanpa melihat
setatus wakalahnya dalam mas’alah
talak, pernikahan, jual beli ataupun
dalam muamalah lainnya.

Kedua, al-Far“u adalah sesuatu
yang tidak ada nash hukumnya. Seperti
dalam penjelasan diatas bahwa wakalah
talak ini tidak terdapat nash hukumnya
baik al-Qur’an ataupun hadits, maka
wakalah talak ini disamakan dengan
wakalah dalam pernikahan.

Ketiga, hukum Ashl adalah
hukum syara’ yang ada nashnya pada
al-Ashl (pokoknya). Pada dasarnya
siapa saja boleh melakukan wakalah
tanpa melihat setatusnya baik dari

2% sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, 25
% sayyid Sabig, Figh al-Sunnah. 25
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pemberi kuasa atau penerima kuasa.
Dalam wakalah siapa yang dianggap
sah dijadikan wakil, maka sah juga
sesuatu yang dikuasakan kepadanya.
Ketika seseorang boleh dijadikan wakil
dalam hal pernikahan, maka dia juga
boleh dijadikan sebagai wakil dalam
perkara talak.

Keempat, Illat adalah suatu sifat
yang dijadikan dasar untuk membentuk
hukum pokok dan berdasarkan adanya
keberadaan sifat itu pada cabang (far "),
maka ia disamakan dengan pokoknya
dari segi hukunya. Illat yang terdapat
dalam permasalahan ini adalah sama-
sama menghilangkan kepemilikan.

Jadi, ketika seseorang sah
mewakilkan dalam masalah pernikahan
maka sah perwakilannya dalam maslah
talak. Karena sesungguhnya hak untuk
menjatuhkan talak melekat pada orang
yang menikahinya.

Apabila hak menikahi orang
perempuan untuk dijadikan sebagai
isteri, maka yang berhak menjatuhkan
talak adalah orang laki-laki yang
menikahinya. Oleh karena itu ia berhak
mentalak isterinya sendiri  secara
langsung atau mewakilkannya kepada

orang lain.
Dari semua urain di atas dapat
disimpulkan Imam Syafi’t

berpendapat, bahwa perwakilan
merupakan hal yang diperbolehkan
agama termasuk didalamnya masalah
talak. Maka dengan ini Imam Syafi’t
menggunakan metode istinba hukum
yakni al-Qur’an, hadis, ijma’ sahabat
dan qiyas. Walaupun tidak secara
tekstual ayat dan hadits membolehkan
adanya mewakilan dalam talak, namun
secara kontekstual dasar hukum
tersebut  menunjukkan  kewakilan
dalam talak itu diperbolehkan. Karena
permas’alahan dalam talak sama
halnya dengan permas’alahan
perwakilan lainnya.
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2. Metode Istinbaz Hukum lbnu Hazm
Tentang Status Hukum Wakalah
Talak

Dalam memandang masalah
mewakilkan talak, Ibn Hazm tidak
terlepas dari metode istinbar yang
telah digariskan sendiri, yaitu ada
dalam al-Qur'an. Sesuai dengan firman
Allah SWT :
- T s, -

Ny ol SO 55 05 &

2 - . T g > 48 s >
55515 55 Y t;;wlumd-ew&
2os a7 3
Mﬁ’}fﬁ) Jl(,_s L§J—"‘

Artinya:  “Katakanlah: Apakah aku
akan mencari Tuhan selain Allah,
padahal Dia adalah Tuhan bagi segala
sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat
dosa melainkan kemudharatannya
kembali kepada dirinya sandiri, dan
seorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain. Kemudian
kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan
akan diberitakan-Nya kepadamu apa
yang kamu perselisihkan.”(QS. al-
An’am/6:164).%"

Dan juga ayat :

de}'”"“("““-’u AN Asz e
Artinya: “Dan barang siapa yang
melanggar ketentuan Allah maka ia

termasuk orang yang dhalim.”(QS. al-
Bagarah/2: 229.

Ibn Hazm menetapkan
bahwasanya al-Qur’an adalah kalam
Allah semuanya itu jelas dan nyata
bagi umat islam, barang siapa yang
berhendak mengetahui syariat-syariat
Allah dia akan menemukannya
didalam al-Qur'an itu sendiri secara
nyata dan jelas.

Ibnu Hazm mengambil segala

*'Kementrian Agama RI,
Tajwid Kode, 217.

Al-Qur’an

283

lafad al-Qur'an secara zahirnya saja,

dapat kita pahami bahwa berdasarkan

pada keterangan ini, maka al-Qur'an
dari segi bayannya terbagi menjadi
tiga bagian:

a. Jelas dengan sendirinya, tidak
memerlukan bayan-bayan baik dari
al-Qur'an sendiri ataupun as-
Sunnah.

b. Mujmal, yang penjelasannya
diterangkan oleh al-Quran itu
sendiri.

c. Mujmal, yang penjelasannya
diterangkan oleh as-Sunnah.

Ringkasnya, pokok penjelasan
bagi ayat al-Qur'an adakalanya
terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri,
adakalanya terdapat dalam as-Sunnah
adakalanya juga terdapat dalam ijma’
yang bersandarkan pada as-Sunnah,
hanya saja daya menanggapi dan
penafsirannya yang berbeda-beda. Ada
ayat yang sudah jelas bagi semua
manusia dan ada juga ayat yang perlu
penafsiran yang lebih mendalam
lagi.*

Seperti  dalam ayat yang
digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai

dasar ketidakbolehan dalam
mewakilkan talak merupakan dalalah
‘am, karena ayat tersebut

menerangkan secara umum Kketentuan
bagi orang yang merubah hukum
Allah. Ibn Hazm mengatakan bahwa
dalalah  ‘am  adalah  qat’iyyah
sedangkan As-Syafi’iyyah mengatakan
dalalah ‘am adalah zani.

Ibn Hazm berpendapat bahwa
ra’yu sama sekali tidak boleh dipakai
dalam menetapkan hukum agama,
maka dengan demikian dia menutup
pintu istinbasr dengan jalan qiyas,
istihsan, maslahah mursalah, saddid
dara’l dan menyumbat usaha mencari
illat-illat hukum daripada nas, karena
ia hanya menggunakan nas secara
zahir saja.

%Hasbi  ash-Shiddieqy, Pokok-pokok
Pegangan Imam Mazhab, 320.
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Adapun asas Ibnu Hazm dalam
menolak adanya ar-Ra’yu beliau
berkata:

.3347)31_3 aSal) wY Y

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang
menetapkan hukum dengan dasar ijtihad
saja”.(Pen)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa
talak tidak boleh diwakilkan kepada
siapapun, kecuali diucapkan oleh suami
sendiri, sebagaimana tertuang dalam
kitab al-Muhalla, sebagai berikut :

Se A oY Ml 8 KGN s Y
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Artinya: “Tidak diperbolehkan
mewakilkan seseorang pada masalah
talak. Hal ini didasarkan pada firman
Allah : lgile Y/ udi JS <uS5Y 5 maka tidak
diperbolehkan seseorang melakukannya
pada orang lain terkecuali al-Qur'an dan
Sunnah Rasulullah SAW
memperbolehkannya. Dan tidak
diperbolehkan juga mewakilkan
perkataan seseorang kepada orang lain
kecuali al-Qur'an dan sunnah
memperbolehkannya, dan tidak juga
pada masalah talak seseorang pada
orang lain dengan cara diwakilkan dan
tidak diperbolehkan oleh al-Qur'an dan

®Hashi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok
Pegangan Imam Mazhab, 360.

*Ibn Hazm, al-Muhalla Fisyarhil Muhalla
Bilhujaji Wal Atsari, juz X (Beirut Libanon : Baitul
Afkar Adauliyah, tt), 196.
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sunnah dan ini dihukumi batal .... Dan
setiap tempat (hal) yang disebut Allah
SWT dalam masalah talak, sesungguhnya
orang yang berkata ( <) adalah
orang yang mengucapkan talak (dalam
hal ini adalah para suami) bukan selain
mereka, maka tidak diperbolehkan selain
para suami untuk bertaubat, tidak dalam
masalah mewakilkan dan selainnya,
karena sesungguhnya hal ini merupakan
suatu pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan Allah sebagaimana firman
Allah :

(sal Uall aa 1 8 o gan 2ay (g g
(“Dan barang siapa yang melanggar
ketentuan Allah, maka ia termasuk
orang-orang yang dhalim”).(Pen)

Dari uraian diatas Ibnu Hazm
melarang adanya mewakilkan talak,
karena tidak adanya nas yang
membolehkan  untuk  mewakilkan
talak. Maka dengan ini lbn Hazm
menggunakan metode istinbas hukum
al-Qur'an secara zahirnya saja, dengan
berdasarkan kepada lafad umum harus
diambil keumumannya, dan
mengambil makna zahir dari al-
Qur'an, dengan tidak melihat illat
dalam mentakwilkan hukum.

Persamaan dan Perbedaan

Hukum wakalah talak menjadi suatu
ikhtilaf dikalangan para ulama, sebagian
ulama berpendapat membolehkan wakalah
talak, pendapat ini dikemukakan oleh
Imam Syafi’t . Ulama yang lain melarang
wakalah talak karena tidak adanya nas
yang membolehkan dan  melarang
mewakilkan  talak. Pendapat ini
sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibn
Hazm.

Dari  beberapa  metode vyang
digunakan oleh Imam Syafi’t diatas
memiliki persamaan dengan metode yang
digunakan oleh lbnu Hazm. Di antara
persamaannya adalah :

1. Menempatkan al-Qur’an  sebagai
sumber pertama dalam menentukan
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sebuah hukum.

2. Menempatkan as-Sunah sebagai sumber
hukum kedua ketika tidak ditemukan
dalil yang secara jelas didalam al-
Quran.

Namun dari kedua pendapat ulama
diatas, keduanya berbeda dalam beristidlal
dalam hal wakalah talak. Seperti halnya
Imam Syafi’t, sebagai landasan dalilnya
merujuk pada ayat An-Nisa: 35:

Artinya : “ Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara  keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35) *

i

L&}; o

Ayat  tersebut  menunjukkan
bahwa perwakilan merupakan hal yang
diperbolehkan agama termasuk
didalamnya masalah talak. Walaupun
tidak secara tekstual ayat diatas
membolehkan adanya kewakilan dalam
talak, namun secara kontekstual, dasar
hukum tersebut menunjukkan wakalah
dalam talak itu diperbolehkan.

Disamping al-Qur’an hadits dan
ijmo, sahabat, yang menjadi adanya
kebolehan untuk menyampaikan talak
dengan mewakilkannya kepada orang lain.
Ini dianalogikan (digiyaskan) dengan
kebolehan mewakilkan dalam masalah
muamalah lainnya, seperti jual beli, rahn,
salam dan pernikahan.

Sedangkan Ibn Hazm sendiri,
hanya mengambil ayat dalam al-Qur'an
saja, yakni pada al-Qur’an surat al-
An’am/6 ayat 164:

®Kementrian Agama RI,
Tajwid Kode, 123.
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Artinya: “Katakanlah: Apakah aku akan
mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia
adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan
tidaklah  seorang membuat  dosa
melainkan kemudharatannya kembali
kepada dirinya sandiri, dan seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain. Kemudian kepada
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan
diberitakan-Nya kepadamu apa yang
kamu perselisihkan.”(QS. al-An’am/6:
164)%*

Dan juga ayat :38
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Artinya:  “Dan  barang siapa yang
melanggar ketentuan Allah maka ia
termasuk orang yang dalim.”(QS. al-
Bagarah/2: 229).

ﬂ

KESIMPULAN
Sebagai akhir dari skripsi ini,
penulis menyampaikan beberapa

kesimpulan yang merupakan inti uraian

pembahsan tentang status hukum wakalah

talak , studi komparatif antara pandangan

Imam Syafi’t dengan Ibnu Hazm. Sebagai

berikut :

1. Imam Syafi’t berpendapat bahwa
wakalah talak adalah hukumnya boleh
dan sah, dengan alasan bahwa
perwakilan merupakan hal yang
diperbolehkan agama  termasuk
didalamnya masalah talak. Karena
perkara talak sama halnya seperti
perkara muamalah lainnya yang perlu
untuk diwakilkan, seperti jual beli,
salam, rahn, dan pernikahan. Adapun

%Kementrian Agama RI,
Tajwid Kode, 217.
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menurut pendapat lbnu Hazm bahwa
wakalah talak adalah tidak boleh dan
tidak sah, dengan alasan bahwa tidak
ada nas yang menjelaskan tentang
membolehkan  mewakilkan  talak,
karena mewakilkan talak mempunyai
arti pemberian hak milik, sedang
menurut hukum syara’ hak talak itu
milik laki-laki (suami).

2. Metode istinbat yang digunakan oleh
Imam Syafi’t tentang wakalah talak
adalah al-Qur’an, yaitu surat an-Nisa/4
ayat 35, kemudian al-Hadis, ijma’
sahabat dan giyas. Sedangkan metode
istinbat yang digunakan oleh Ibnu
Hazm adalah al-Qur’an yaitu pada surat
al-An’am/6 ayat 164 dan surat al-
Baqgarah ayat 229.

3. Persaamaan dari keduanya, yaitu sama-
sama mengambil dalil dari sumber
utama yakni al-Qur’an, sebagai
landasan dalil hukum tentang wakalah
talak, namun dalam hal perbedaannya
dalil yang dijadikan landasan Imam
Syafi’t adalah surat an-Nisa/4 ayat 35,
sedangkan Ibnu Hazm pada surat al-
Baqgarah ayat 229.
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